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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2005 -2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025 dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3689);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




-

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2005 - 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rancana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten
Ponorogo.

BAB 1I
RPJPD

Pasal 2

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005
sampai dengan tahun 2025, yang rinciannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut
dijabarkan dalam RPJMD.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk
jangka waktu S (lima) tahunan, dengan berpedoman pada
RPJPD.
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Pasal 3

Pada tahap masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam materi kampanye Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, berisi visi, misi dan program pembangunan
daerah yang berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur.

(1)

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan
daerah, pada tahun terakhir masa pemerintahannya Kepala
Daerah wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode
pemerintahan berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
Plafon APBD Sementara sebagai dasar penyusunan APBD
tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah
berikutnya.

Dengan diberlakukannya RPJPD Tahun 2005 - 2025, maka
pada empat tahun pertama masa berlakunya RPJPD untuk
tahun 2005 — 2009 telah dilaksanakan dalam dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo yaitu
RPJMD Tahun 2005 - 2010.

Kepala Daerah untuk masa pemerintahan periode tahun
2020 - 2025 berkewajiban menyusun RPJPD periode
berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI PONOROGO
TTD.
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
Tanggal 23 April 2010 Nomor 6.
An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
TTD,

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550422 197402 1 001

05 0CT 00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HBRTIYAWAN, S.H.

NIP7964676<199303 1 008

2010
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2005 - 2025

UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 — 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam
penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah
berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional
Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh
peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pembangunan
Kabupaten Ponorogo.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk
memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan
di Kabupaten Ponorogo (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam
menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat. RPJPD bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang
demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi
hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan
masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan
sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi
pedoman di dalam penyusunan RPJMD.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini dengan pendekatan analisis
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang menggambarkan struktur
permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dan pencapaian hasil
pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan
dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD memuat visi yaitu Kabupaten
Ponorogo sebagai daerah yang maju, adil dan sejahtera dengan harapan dapat
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Ponorogo dengan
tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.
Ayat(4)
Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk
menghindari kekosongan dokumen perencanaan pembangunan
daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005 - 2025.
Pasal 5

Cukup jelas.
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